Menimbang

Mengingat

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PLAT NOMOR RUMAH

PENDUDUK DAN BANGUNAN GEDUNG LAINNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

. a. bahwa untuk keseragaman dan tertatanya nomor rumah

penduduk dan bangunan gedung lainnya, Pemerintah Kabupaten
Bangka memberikan jasa pelayanan cetak plat nomor rumah
penduduk dan bangunan gedung lainnya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a diatas, perlu menetapkan retribusi penggantian biaya cetak
plat nomor rumah penduduk dan bangunan gedung lainnya dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka,;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat 1l dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4033);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247 );

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);



8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Republik Indonesia Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000
tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
DAN
BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PLAT NOMOR
RUMAH PENDUDUK DAN BANGUNAN GEDUNG LAINNYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bangka.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

5. Rumah Penduduk adalah setiap rumah baik milik Warga Negara Indonesia maupun
Warga Negara Asing yang bertempat tinggal didalam Wilayah Daerah dan telah
memenuhi ketentuan Peraturan Perundang — undangan yang berlaku.



6. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau
didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan
usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

7. Plat Nomor Rumah Penduduk dan Bangunan Gedung Lainnya adalah plat nomor
rumah dan bangunan lainnya sebagai tanda bukti pengaturan keberadaan rumah
dan bangunan gedung lainnya bagi setiap penduduk, baik Warga Negara Indonesia
maupun Warga Negara Asing.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer,perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap,
dan bentuk badan lainnya.

9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh pribadi atau badan.

10.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Plat Nomor Rumah Penduduk dan Bangunan
Gedung Lainnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak
atau plat nomor rumah dan bangunan gedung lainnya yang khusus disediakan dan
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan.

11.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

12.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan plat nomor rumah dan
bangunan gedung lainnya.

13.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD
adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek
retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi
yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

15.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan
Retribusi Daerah.

16.Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB I
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Objek Retribusi adalah pelayanan penggantian biaya cetak plat nomor rumah penduduk
dan bangunan gedung lainnya.



Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pencetakan
plat nomor rumah penduduk dan bangunan gedung lainnya.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 4

Retribusi penggantian biaya cetak plat nomor rumah dan bangunan gedung lainnya
digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah plat nomor rumah dan bangunan
gedung lainnya yang dicetak.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

(1) Prinsip dan sasaran penetapan retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak plat
nomor rumah penduduk dan bangunan gedung lainnya.

(2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah cetak per satuan plat
nomor rumah penduduk dan bangunan gedung lainnya yang dikeluarkan Bupati
atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Besarnya tarif penggantian biaya cetak plat nomor rumah penduduk dan bangunan
gedung lainnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

BAB VI
MASA RETRIBUSI
DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Masa retribusi untuk plat nomor rumah penduduk dan bangunan gedung lainnya adalah
jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 9

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.



BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan cetak plat nomor
rumah penduduk dan bangunan gedung lainnya diberikan.

BAB VIII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Berdasarkan SPORD ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan mengenakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13
(1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka.
(2) Untuk plat nomor rumah penduduk dan bangunan gedung lainnya, retribusi yang

terutang dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur
lebih lanjut oleh Bupati.

BAB Xl
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat
diberikan kepada orang yang tidak mampu.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh
Bupati.



BAB XIlI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah).

(2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(3) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB Xl
PENYIDIKAN

Pasal 16

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana retribusi Daerah tersebut;

¢ Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

d Memeriksa buku-buku , catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang retribusi tersebut;

e Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti retribusi Daerabh;

f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas pnyidikan tindak
pidana dibidang retribusi Daerabh;

g Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

i Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

] Menghentikan penyidikan;
k Melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum,

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat 1l Bangka Nomor 12 Tahun 1984 tentang Pemberian Nomor Rumah
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Bangka Tahun 1984 Nomor 4 Seri D)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 26 Oktober 2005

BUPATI BANGKA,

Cap/dto
EKO MAULANA ALI
Diundangkan di Sungailiat

pada tanggal 26 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

TAUFIQ RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI B






